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B U P A T I S I M A L U N G U N
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 15- TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : «1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian
ketiga Pajak Restoran, telah ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pajak Restoran, terdapat kekurangan dan belum
dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai
pengaturan pajak restoran yang baik sehingga perlu
diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Restoraan.

Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan
Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan
Peraturan- Peraturan Lain Untuk Melaksanakan
Otonomi dan Tugas Pembantuan;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik



1981 Nomor 76, TambahanIndonesia Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);



'l 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kabupaten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2017 Nomor 7 seri D Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakbir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);



20. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Keija pada
Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kabupaten
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun 2017 Nomor 322);

21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

tentang
Dinas

Aset

Simalungun Nomor 26 Tahun
Pembentukan Unit Pelaksana
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2017 Nomor 169).

2009
Teknis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Bupati adalah Bupati Simalungun;
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Simalungun;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Simalungun;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran;

7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
kafetaria, kantin, waning, bar dan sejenisnya termasuk jasa
boga/katering;

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak;

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak



dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

10. Dasar Pengenaan Paj&k atau selanjutnya disebut DPP adalah jumlah
pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender;

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya;

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau
bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
ke kas Daert'h melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau



kekeliruan dalam penerapan ketentuan tetentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang *

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan
atau Surat Keputusan Keberatan;

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau tujuan lean dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang -undangan perpajakan daerah;

26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah
' tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2
(1) Pemungutan pajak restoran menggunakan sistem pajak dibayar

sendiri oleh wajib pajak ( self assessment) .
(2) Berdasarkan sistem pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak menghitung, •
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang
terutang.



BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 3
(1) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran

atau rumah makan meliputi penjualan makanan dan/ atau minuman
yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan
maupun ditempat lain.

(2) Termasuk dalam pengertian restoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), adalah;
a. Rumah makan;
b. Kafetaria, kantin, waning, bar, kedai kopi dan sejenisnya

termasuk jasa boga/ katering.
c. Kantin;
d. Waning;
e. Bar;
f- Kedai Kopi dan sejenisnya;
g. Jasa Boga dan katering;

(3) Untuk kegiatan makan minum pemerintah daerah yang
menggunakan restoran di Kabupaten Simalungun dikenakan pajak
restoran dan secara langsung dipotongkan dan dibayarkan oleh
bendahara pengeluaran;

(4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang

pengelolaannya satu manajemen dengan hotel.
b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran dan/atau rumah makan

yang nilai penjualannya dibawah dari Rp. 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4
(1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli

makanan dan/ atau minuman dari restoran.
(2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang

mengus; ihakan restoran.
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BAB IV
PENGGUNAAN BON PENJUALAN (BILL), DPP DAN TARIF

Bagian Kesatu
Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

Pasal 5
(1) .Wajib pajak restoran yang menggunakan bon penjualan (Bill) minimal

omset penjualan 2 (dua) Juta Rupiah setiap bulannya.
(2) Bill disediakan oleh badan pendapatan daerah atau dapat disediakan

sendiri oleh wajib pajak restoran.
(3) Bill yang disediakan sendiri oleh wajib pajak restoran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memiliki nomor seri, nomor urut, kolom
pajak restoran, rangkap 3 (tiga) dan sebelum digunakan harus di
porporasi otah badan pendapatan daerah.

(4) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, apabila :
a. Wajib pajak yang tidak menggunakan bon penjualan (bill) yang

bernomor seri, nomor urut, kolom pajak, dan/atau;
b. Wajib pajak yang tidak memporporasi bon penjualan (bill) ke

Badan Pendapatan Daerah.
c. Wajib pajak yang sudah diberi bill oleh badan pendapatan tetapi

tidak menggunakannya.
(5) Sanksi administratif berupa kenaikan pajak dimaksud pada ayat (4)

diterbitkan dalam SKPDKB

Bagian Kedua
DPP

Pasal 6
(1) DPP adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya

diterima restoran.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pembayaran yang diakui dalam pembukuan atau
pencatatan sebagai penerimaan restoran.

Bagian Ketiga
Tarif

Pasal 7
Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).



BAB V
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 8
(1) Pendataan objek pajak restoran dilakukan dengan memberikan

formulir pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab
usaha restoran.

(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima
dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh pemilik/ pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau
kuasanya.

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar
ditandatangani

pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya,
pemilik / pengelola/ penanggungjawab usaha restoran selaku subjek

• pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada kepala
badan untuk menjadi wajib pajak daerah.

(4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan peraturan bupati ini

olehdan lengkap serta

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 9
(1) Setiap pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha restoran harus •

mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran
kepada kepala badan melalui bidang pendataan dan penetapan badan
pendapatan daerah.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh
pemilik/pengelola/ penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya
dengan melampirkan :
a. fotokopi identitas diri; •
b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
c. surat kuasa bermaterei cukup apabila pemilik/ pengelola/

penanggungjawab usaha restoran apabila pendaftaran dikuasakan
dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan ke bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan
daerah, paling iambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan
memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Pemilik/ pengelola/ penanggungjawab usaha restoran yang telah
mendaftarkan usahanya, maka kepala badan menyatakan yang



bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:

a. Kartu NPWPD; dan
b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.

(5) Apabila pemilik/ pengelola/penanggungjawab usaha restoran tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala

badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah

secara jabatan.
(6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada

tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen atau ditempat

pembayaran.
(7) Bentulc dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut

dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan peraturan bupati ini.

BAB VI
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISLAN DAN PENERBITAN

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 10
(1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap

dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta
menyampaikan kepada bidang pendataan dan penetapan badan
pendapatan daerah.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil
sendiri oleh wajib pajak di bidang pendataan dan penetapan badan
pendapatan daerah.

(3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau
yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di
tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling
lama 15 (lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak.

(5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka
batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari keija berikutnya.

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) terlampaui, maka SKPD ditetapkan secara jabatan dan
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dengan
menggunakan data masa pajak sebelumnya.

(7) SPTPD yang tidak diisi dengan lengkap dan tidak ditandatangani oleh
wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan ke wajib pajak untuk dilengkapi.

(8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan

m



SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 11
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,

kepala badan dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati atau pejabat dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang .
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang.

(2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
peraturan bupati ini.

BAB VII
MASA PAJAK

Pasal 12
Masa pajak restoran adalah 1 (satu) bulan kalender.

BAB VIII
TATA CAPA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13
(1) Pajak restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib

pajak [ self assesment).
(2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya

dilakukan sekaligus dan lunas paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak berakhimya masa pajak atau tanggal jatuh tempo yang

. ditetapkan dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD).

(3) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank untuk disetorkan ke
Rekening Kas Daerah Kabupaten Simalungun atau melalui
bendahara penerima badan pendapatan daerah.

(4) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke
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bendahara penerima badan pendapatan daerah dalam jangka waktu
1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib
menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas
waktu pembayaran jatuh pada satu hari keija berikutnya.

(6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut
dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 14
Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak
terutang dilakukan sebagai berikut :
a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran

maupun ’nenunda pembayaran pajak harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai
alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan
rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai
dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang
diajukan permohonannya;

c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam
keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat •
telaahan dari kepala bidang penagihan dan kepala bidang pendataan
dan penetapan badan pendapatan daerah.

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak
beijalan;

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan,
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala
badan;

f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen);

g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
1) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat

jumlah sisa angsuran;
2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besamya

sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran;

3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah
pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
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4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran
dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan

5) besamya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua
persen).

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak

terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 %
(dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda,
dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2) besamya jumlah yang hams dibayar adalah seluruh jumlah
utang pajak yang ditunda,ditambah dengan jumlah bunga 2 %
(dua persen) perbulan; dan

3) penundaan pembayaran hams dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan
tidak dapat diangsur.

i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan
pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan
pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 15
(1) Kepala badan dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun beijalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
c. wajib pajak dikenakan bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) humf a dan humf b ditambah dengan bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama *

15 (lima belas) bulan sejak saat temtangnya pajak.
(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui
STPD.

(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan
mempakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati
ini.

BAB IX
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 16
(1) Kepala badan berdasarkan permohonan wajib pajak

memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
(2) Besamya pemberian pengurangan atau keringanan

ditetapkan oleh kepala badan.

dapat

pajak
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(3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya
sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

(4) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur
sebagai berikut :
a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan
disertai dengan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan

t

fotokopi SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat
kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan
pengurangan atau keringanan pajak;

c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak
dikabulkan, maka kepala badan menerbitkan surat keputusan
pengurangan pajak;

d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak,
Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai
alasan penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus
disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal permohonan diterima.

(5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan
pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 17
(1) Kepala brdan dapat mengurangkan atau menghapuskan bunga,

denda, dan kenaikar pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan bunga, denda dan kenaikan pajak
terutang dila^ukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sebagai berikut :
a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dengan
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau
SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKB



atau SKPDKBT. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa
. bermaterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

kepala badan menunjuk kepala bidang pendataan dan penetapan
badan pendapatan daerah untuk melakukan pengkajian dan
penelitian;

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada kepala badan
sebagai dasar untuk memberi keputusan;

d. keputusan' pemberian pengurangan atau penghapusan denda,
bunga dan pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh kepala
badan;

e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan harus
memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.

f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud
pada huruf d, kepala badan belum memberikan keputusan, maka
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap
dikabulkan; dan

g. Kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terhadap
keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan denda, •
bunga, dan pengurangan pajak terutang.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, kepala badan :
a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya,

atau;
b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan

bahwa pokok pajak dibayar beserta bunga sebesar 2 % (dua persen)
perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas
Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan
berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan
mengurangkan atau menghapus bunga atau denda, dengan cara
menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi
tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan
dan nama jelas kepala badan.

(6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 18
(1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak

dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
.benar, apabila :
a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan

untuk menentukan besamya pajak terutang sedangkan batas
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waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD
atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrate telah terlampaui; dan

b. ada fakta barn yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan
SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrate akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni
pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah
ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah
pokok pajak ditambabi bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang
tercantum dalam SKPD.

Pasal 19
(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar

permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang

meyakinkan; dan
b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen

berupa fotpkopi :
1. SKPD yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau

bukti penolakan pengurangan dan penghapusan bunga dan
denda.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan
dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan
dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul kepala
bidang pendataan dan penetapan dan kepala bidang penagihan
berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 20
(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 atau permintaan karena jabatan, kepala badan meminta
kepada tim yang dibentuk untuk membahas pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
melampirkandengan

pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak.
(3) Berdasarkan laporan dan telaahan pertimbangan tim yang dibentuk

atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, kepala badan
memberikan keputusan.

(4) Kepala badan atau pejabat yang ditunjuk melakukan proses
penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak.

telaah pertimbangan atas



Pasal 21
(1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak, kepala badan atau pejabat yang ditunjuk segera:
a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara

menerbitkan
SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD
lama;

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi
catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama
pejabat yang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak
paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan, pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan
dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau
pembatalan dimaksud.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu
Pembukuan

Pasal 22
(1) Setiap wajib pajak yang ditetapkan kepala badan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut sebagai berikut :
a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran

dan saldo;
b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan

waktu;
c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran

maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar

perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga
dapat diketahui omzetnya;

e. neraca; dan
f. laporan rugi laba perusahaan.

(3) Setiap Wajib pajak selain yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) harus
#

melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang
diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung
besamya pajak terutang.

(4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap
transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut :
a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto
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usahanya secara lengkap dan benar;
b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan

waktu;
c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran,

maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar

perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan

dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau •
kegiatan usaha sebenamya.

Pasal 23
(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus dilakukan

secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang
berlaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan
dasar untuk menghitung besamya pajak terutang.

(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain
yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib
pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24
(1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, apabila :
a. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan

atas transaksi/omzet usahanya;
b. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi

tidak lengkap dan/atau tidak benar;
c. Wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau

menolak untuk diperiksa dan/atau mendadak memberikan
keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

(2) Sanksi administratif berupa kenaikan pajak dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam SKPDKB.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 25
(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak restoran, kepala badan berwenang

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban parpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi
dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan
serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang
menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam



menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besamya
pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan
omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, bupati berdasarkan
permohonan kepala badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten
Simalungun untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, kepala
badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak
hukum atau instansi yang terkait.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen
serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib
pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka
kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan
pemeriksaan.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26
(1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :

a. Kineija Badan Pendapatan Daerah;
b. semangat keija bagi pejabat dan pegawai;
c. pendapatan asli daerah;
d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan
pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

(3) Besamya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak restoran.

BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak restoran, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
kepada kepala badan.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teijadi
apabila :
a. Pajak Restoran yang dibayar temyata lebih besar dari yang

seharusnya terutang; atau
b. dilakukan pembayaran pajak restoran yang tidak seharusnya

terutang.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi

persyaratan :
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan



disertai alasan yang jelas;
b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi

identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti

pembayaran yang sah; dan
d. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak, dalam hal

ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat
kuasa bermaterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan
pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1) , dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran,
kepala badan harus memberikan keputusan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak restoran dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama,1 (satu) bulan.

(7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.

(8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala badan memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak restoran.

Pasal 28
(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka

pengembalian pajak restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak
restoran.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak restoran dibebankan pada
mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi
pendapatan pada tahun anggaran beijalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak restoran tahun- tahun
sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak
terduga.



BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALLAN

Pasal 29
(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak

Restoran ditugaskan kepada Badan Pendapatan Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat

bekeija sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas
Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain
terkait.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor
18 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal £ 2 ATufcCp 2019

BUPATI SIMALUNGUN ,

dto

J. R. SARAGIH i

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal ^\uST~ 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

TAHUN 2019
2019

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

Tanggal PendataanFORMULIR PENDATAANPEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

PAJAK DAERAHBADAN PENDAPATAN DAERAH

PAJAK RESTORAN

A. NFWPD

B. NAMA WAJIB PAJAK

C. ALAMAT WAJIB PAJAK

D. NAMA USAHA

E. ALAMAT TEMPAT USAHA

F. DESA / KECAMATAN

G. TELEPHONE

Simalungun,

Petugas Pendata

(

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD

(apabila sudah ada)

Kolom B, C, D, E, dan F Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin

Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai

keadaan/ lokasi usaha

A



Noma Fonmiir :FORMULIR PENDATAAN
PAM MEM

PAJAKEES1DRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN PENDAPATAN DAERAK

Tanggal :

1 P.ATA. CEYEK PAJAK
dan Kursi :Meja :a. Jumlah msjadin kursi

Ya / Tidakb. Menssurakatimesiri Kas Readster
Ya / TidakMen^unakai Nota/ Bill

d. Apabila’Yab N-cta/ Bl vans disunakan : a Nota / Bill dari Pemerintah Kabupaten Simalunsun
b. Nota/ Bill sendiri. diperporasikanke DPKAD
c. Nota sendiri ianpa perpaasi

iccrel vans tidak perlul

e. Matvediakan jasa jynsiriman makanan : Ya / Tidak
1 DATA CEYEK PAJAK

MmumanMakanan KeteranganNo Jenis Mimanan TarifJens makanan Tarif

3 REKAPflUIASl CMZEIPENDAPAIAN
Disaatapditempat Diantar ke kcosumen Dibava pulang konsumenT^L Jenis makanan Tarif Jenis makanan Tarif Jens makanan Tarif

BUPATI SIMALUNGUN,

dto
J. R. SARAGIH



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR
TANGGAL :

TAHUN 2019
2019

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Yth

Ncmor Fcrmulir
di

PERHATIAN :

1. Harac diisi dalam rangkap dna (2) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri tanda V padakotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah formuEr f endaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembaE kepada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simahmgun langsung atau dikirim melakri Pos paling
lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. XamaWajib Pajak
2. Kama Badan / Merk Usaba

-Adamat (toto oopy Surat Keterangan Domisili dilamptrkan
Dusun/Jalan/RT ;
Desa ;

3.

- Xecamatan

- Kabupaten
- Nomor tdepon
- KodePbs

4. Surat izin vang dimiliki (fotocopy Surat ban harap dilampirkan|
- Surat izin Gangguan No

Surat izin
Kepariwisataa

Surat izin

Tgl-
No.

No.

Surat izin No ,



5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)*

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet

Lainnya
* disilang

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
6. Nama pemilik / pengelola :

7. Jabatan

8. Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )
Dusun/Jalan
RT / RW / RK
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten /Kota :
Nomor telepon
Kode Pos

9 Kewajiban Pajak
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air tanah
Pajak Sarang Burung Walet

Pajak
* disilang

.20 .

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI SIMALUNGUN,

dto
J. R. SARAGIH
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

* TAHUN 2019
2019

A. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)

PEMEhINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET KABUPATEN SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA

SUMATERA UTARA

No. SPTPD

Mi Masa Pajak

Tahun Pajak :rfPMgl

SPTRD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
Kepada Yth. :

N.P.W.P.D. 1 1 1 M 1 1 ! ! 1 1 I I
di -

PEP.HATIAN
1. Harapdiisidengantulisan hurufCETAK.
2. Ben angka pada kotak[jyang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Sctelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Simalungun paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
4 . Keteriambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2%

daripajak terutang.

A. DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI
1. Goiongan Hotel : I j

01. Bintang Lima
02. Bintang Empat
03. Bintang Tiga
04. Bintang Dua

2. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel :

05. Bintang Satu
06. Meiati Tiga
07. Meiati Dua
08. Meiati Satu

09. Ekonomi
10. Lainnya

Goiongan Kamar Tarif (Rp.) jumlah KamarNo.

3. Menggunakan Kas Register : | I l.Ya 2. Tidak
4. Mengadakan Pembukuan/ Pencatatan : £j1. Ya 2. Tidak

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (Akumulasi dari awai Masa Pajak dalam tahun pajak)a Masa Pajak

b. Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Penerimaan) : Rp.
c. Tarif Pajak
d. Pajak Terutang (b x c).

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang(lampirkan foto copy dokumen)
a. Masa Pajak '• : Tgl s/d Tgl :...b. Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Penerimaan) : Rp
c. Tarif Pajak
d. Pajak Terutang (b x c)

Tgl. s/d Tgl.

%
Rp

%
Rp.

C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK RESTORAN, RUMAH MAKAN, KEDAI KOPI DAN SEJENISNYA
1. Restoran :

Meja yang tersedia Jumlah Kursi Rerata Jumlah Pengunjung Per KariNc

2. Menggunakan Kas Register ; j I l.Ya 2. Tidak
3. Mengadakan Pembukuan/ Pencatatan : []l Ya H 2. Tidak

D. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Jumlah Pembay. -an dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (Akumulasi dari awal Masa Pajak dalam tahun pajak)a. Masa Pajak
b . Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Penerimaan) : Rp
c. Tarif Pajak
d. Pajak Terutang (b x c)

2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang(Lampirkan foto copy dokumen)
l/d T«l

Tgl. s/d Tgl

%
Rp

a. Masa Pajak
b. Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah Penerimaan) . Rp
c. lsr)1P»)»w
d. Pajak Terutang (b x c)

: Tgl.
M

Rp.



E. PERNYATAAN

Dengan menyadati sepenuhnya akan iegaia akibat lermasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah

benar,lengkap dan jeias benar, lengkapdan jeias

20.

Wajib Retribusi

c

F. DIISI OLEH PETUGAS DPPKA KABUPATEN SIMALUNGUN

DiterimaTangga!

Nama Petugas

NIP

XGunting di sini

No. SPTPD ;

TANDA TERIMA

N.P.W.P.D

Nama

Alamat

BUPATI SIMALUNGUNf

dto
J. R. SARAGIH
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B. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

{P f.P f C R I N T A H K'i i B'J P A T S N 5 |

B M O&I I PENDAPATAN DAERAH
PAHATAN-3 SAVA

5USAT KETCTAPAN PAJAK OAERAK

(SKPO? NC. KCHZR -1
I|MASA PAJAK r */dI

I;AT^H tenpoi SO*UT(Ru U^ASA I
1t

5 Kama 6*d*n / M*rk If*aha
1 Al*n*t ISJ^J
J M. P. H. ». D

( Bar?s Ptnyttoran Taraknir 5e hari s*t«lâ . rasa pajak Darakhir.
i

I{I 30115 PAJAK DAERAHKOOE BfKNO.

t
l «p.1 1 . |PA3AK RE5T0BANIA.1.1.02.01

!
l a p -
lap.

3u»Iah retatapan Pokok Pajak

Pengsras" sarksi Adrainistrasi.S
I1

» op.3u?"l*h * <»t«tap*r Panak Terhutarg

I
i hur^f :
|S«Puluh rifcu rupiah I

!
j Pamatian :
5 1. NO. Rakaning ras o«r»u « Daaran » aoupatao Sinalungun. SSA64g6li Pf. Bank Nag*'**
I Indonasia (Tbk > Cabang Pamata-- gsiiotar ,

I 2. narap disetorScsn /r.elalui Bendahara Pane-iraan, Bank, ataj Petugas JP~D 3PD

!

IKabupatan Si^alungufl.
i 3 - -pacila I* PD iPi <!ib»)«rr*n t**po #*#n di»t»na<an dan-da sac*?!’* 2%

tdua pa-sao) dari nilai pajak yang tarutang pa1- bulan don ditarbitkar daiaw Su-ati Tagihar, Pajak Daerah(5TPD).
" A. 5kPD ini bukan sabagai bukti kara»»il:kar Iran. I
1
I IPanatang Raya,

* SPAwA BADAIv PEkOAPATAK 3»Eft«hA.n.
IKAe-yPATCN SZMAkUMOUN

rePALA BIDANO PENOATAAN DA*-; PENE-APAT*
i
i t

MP.
I I
I TANOA rfBXHA PeNf9tRT'*A»4 f.* On : ^ANijrtAL KX®!1' * I

\
|NAJ-1A WP/Wft

|NPviPO/1JPVIRD
ALA’'A1' 'O/5.0

J Teian mtnf'-ma

:

:

1

Surat *atetapan Paja« Oac^an (S»PD),
Surat **t*tap»r

iTaoggaINo.Kohir :

, dari Patugas Ppngiri*.
l

!
I Pamatang Raya,

va'.g -eT- erirra,'stjgj; nergi-irr,

*

BUPATI SIMALUNGUN,

dto
J . R. SARAGIH
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

.TAHUN 2019
2019

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB)

PEMERJNTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN PENDAPATAN DEARAH

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH KURANG BAYAR

(SKPDKB)

NO . SKPDKB

Nama Wajib Pajak
Nama Objek Pajak
Alamat Usaha
N.O.P.D

x
x
x
x

Jenis Pajak Daerah Dikenakan Deuda
No. Kohir
Masa Pajak
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simaiungun Nomor

Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebag li

berikut:
1. Dasar Pengenaan Pajak
2. Pajak yang terutang
3. KreditPajak :

a. Kompensasi kelebihan pembayaran
b. Setoran yang dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)
5. Sanksi administrate

a. Bunga
b. Kenaikan
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)

Pajak Restoran
x
x

telah dilakukanTahun tentang Pajak

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Dengan huruf :
PEPHATIAN :
1 Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Simaiungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2 SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.
3 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewai waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB

ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Pamatang Raya,
a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Simaiungun
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan ,,

.2019

Nip.

T O



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan (SKPDKBT)

SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH KURANG BAYAR

TAMBAHAN
(SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUb

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

NO . SKPDKBT

Narna Wajib Pajak
Nama Objek Pajak
Alamat Usaha
N.O.P.D

x
X

X

X

Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda
No. Kohir
Masa Pajak
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor

Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan telah ditemukan data baru / atau dab
yang semula belum terungkap.

II. Dari data baru / atau data yang semula belum terungkap, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah seba$
berikut:
1 . Dasar Pengenaan Pajak
2. Pajak yang terutang
3. Kredit Pajak :

a. Kompensasi kelebihan pembayaran
b. Setoran yang dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)

4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 -3d)
5. Sanksi administratif

a. Bunga
b. Kenaikan
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)

6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)

Pajak Restoran
x
x

telah dilakukanTahun tentang Pajak

ai

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Dengan huruf :
PERHAT1 AN :
1 Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2 SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.
3 Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKJ IT

ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan,

Pamatang Raya,
a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Simalungun
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

.2019

Nip.

BUPATI SIMALUNGUN,
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

.TAHUN 2019
2019

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

i 5U»-T SETORAN PAT AIK DAERAM

< SSP? >
SIMALUNCUNj PEMtRINTA.1 K AC /PAT 5 N

!»-C . S 5•<*5»** »fWAP.;TWt OAfRA*-
\\i T A.K-JNPAMATANiG R4VA t

I »'JLSA PA}A*SUMA7CRA griSi

lII s/d
ji

I

Ii
N » i 6 «can / ' ^ rk GS*na

Ncmô Pokok iv*31b Pajak
Oa «- rah ( KPV< PO >
P*ny«torar Sarda sarka rs

1 1

1
; !Su'at Ketetapan Saeraki (SKPOJ

Targgal Ketetapar

"arggal K.iriTi
Ti.-.ggal eats; »*!•> ate‘sr

I !, uc . Pohi'*
Targgai TerimaI

S 1
I I
I I ’io I’i<3. BEK 3SKIS PA 3 AK DAEBArt I7UMLAM

!
I |PAJAK aESTOPAN i Ii. A.1.1.02.01 «P .
I ! I !
I 3i/i»lan Ketetapa" Ppkok Pajak

Per-.garaaT sia> a AaministTasi
Pengeraan >:*nai*an Pajak / 0**0 »

! Iap.
i i !ap

i I Iap.
i I1

!‘ ! !*r - »\
i !

O-ingan Muryf 1
i
i
! !
I I
1 i
1 I
i i» l»ang Ufltuk uraar,

Register /Ta?vdaTar>gar.
eet-sgahara aenerimaan

Ieiterima ole*,
Belugas Tarsat PcabavaranI I ! IPenveto.*"

1 1 I I
I ! Targgal

Terima
I a Targs-
t -Varna Petugas

! !
I I
i !
I I I
i I I< )

! I I I
i l !j
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :
TANGGAL :

.TAHUN 2019
2019

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

PEMERP.TAHKABUPAIEN SIMALUNGUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PAMATANG RAYA
STMATERAUTAKA

SURAT TAGIHAN PAJAK
DAERAH

(greet

NO .SIPD

x

NamaW^ib pajak
NamaObiakPaak
Alaraat Usaha
N'.OPD

X
X
x

FajakRestoranJenis Pajak Daarah Dik^rukanDenda
VC. KDHT
MaaaPaak
Tgt JafbhTangx:
IglSetcrSKPD
Xilai?ajik Tsiutzc?
Bssx-3aDeaU (%)

x
X
X

Rp. X

2% x . . . biian

JumLck Drntte Rp . x

Dan?an Hot: : x Ripkh

Parb ian :
1. No.Rekening Kas Dierah Kabispaten Mmalungim 5546401i PT. Bank Negara Indonesi(Tbk) Cabang Pematangsiantar.

2. Harap Disetorkan Melalui Bendahara Penerima Bank. Atais Pehsgas UPTD BDP Kabupaten Simalungisn.
5. Apabila STPD ini Tidak Dibayarkan Maka Wajib Pajak Akan Kembali Dikenakan Denda Sebesar 2%(Dua Perten) Dan

Nilai Pajak Yang Teretan? isetuk bulan berikutnya dan maktimal dikenakan 24(dua pubh empaObulan

PAMATANGRAYA,
KEPALA BAQAN PENDAFATAN DAERAH
KABUPATENSIMALUNGUN,

NIP :
xu.-CA TESIMA giro

KAMA IVAJIB PAJAK.
N.O.FD
ALA3VIATIVAJI3FAXAK
NOMDRSTFD
TANOGAL TCHMA

PAMATANG RAYA.
YANGMBvERDJA.FETUGASPENCHEk.1

C- ) (.

BUPATI SIMALUNGUN,
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Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Restoran

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

»

Kode Pos.21162

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG

Kepala Badan,

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan

Pajak Restoran Nomor
terdapat / tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besamya Pajak

Restoran yang terutang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun

Menimbang a. tanggal

b.

tentang
1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Seri A Nomor 8 Tahun 20101;
2. Peraturan Bupati Simalungun Nomor

Pajak Restoran;
Surat permohonan pengurangan Pajak Restoran atas nama

Mengingat
tentang Tata Cara Pengelolaan

Tanggal

, yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggalMemperhatikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU Mengabulkan / Menolak*) permohonan pengurangan Pajak Restoran yang terutang kepada

wajib pajak :
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Nama Usaha
Alamat Usaha
Besamya Pengurangan
Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

Pajak Restoran yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :KEDUA

Pajak Restoran yang terutang :
Besarnya Pengurangan ( % x Rp
Jumlah Pajak Restoran yang seharusnya dibayar

Rp.
) RP

Rp.
)(

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .
KETIGA

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala BPD,

Simalungun

i

(
NIP.

*) Coret yang tidak perlu
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